
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  Agama pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan

Swasta,  tempat  tinggal  di,  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi

Banten, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur  28  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Tidak

Bekerja,  tempat  tinggal  di  Curug,  Kabupaten  Tangerang,

Provinsi Banten,sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2020

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga

dengan register perkara nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada  tanggal  08  September  2018,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

xxxx/xx/xxx/xxxx,  Tertanggal 10 september 2018;  

2. Bahwa setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di,  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi  Banten,  tetapi  selama

pernikahan antara Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
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3. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, namun sejak   bulan merat 2019 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  mulai  tidak  harmonis  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran karena;     

a. Tergugat  memiliki  wanita  idaman  lain  yang  diketahui  oleh

Penggugat;

b. Tergugat  tidak  bekerja,  sehingga  tidak  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

c. Tergugat  pernah  melakukan  kekerasan  kepada  Penggugat,

seperti dicubit, dipukul dan didorong oleh Tergugat;

4. Bahwa  puncaknya  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat

dengan Tergugat  terjadi  pada tanggal  1  februari  2020,  dimana Tergugat

keluar dari rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal

bersama dan hingga kini sudah tidak ada hubungan suami istri:

5. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit  untuk dibina menjadi

suatu  rumah  tangga  yang  baik  dan  harmonis  kembali,  sehingga  tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi

6. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan

rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina

rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud

lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991

tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  sangat  beralasan  apabila

gugatan ini dikabulkan:  

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan

bahwa  rumah  tangga  penggugat  dengan  tergugat  tidak  dapat  lagi  di

pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Tigaraksa  Cq.  Majelis  Hakim  kiranya  berkenan  menerima  dan  memeriksa

perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
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Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau,  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  tanggal  04  Februari  2020,

Penggugat  dan  Tergugat  hadir  sendiri  menghadap  di  persidangan  dan  oleh

Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan  berhasil;

Bahwa  karena  upaya  mendamaikan  para  pihak  oleh  Ketua  Majelis

berhasil, dan karena telah tejadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

untuk kembali  hidup rukun sebagai  suami  isteri,  maka kemudian Penggugat

menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa  oleh  karena  keinginan  Penggugat  untuk  mencabut  surat

gugatannya tersebut sebelum dibacakannya surat  gugatan Penggugat,  maka

Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Bahwa  untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan

dalam perkara ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mencabut

gugatannya  dan  pencabutan  tersebut  dilakukan  sebelum  dibacakannya

gugatan  Penggugat,  maka  dengan  didasarkan  kepada  ketentuan  pasal  271

ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

dan  perkara  dinyatakan  dicabut,  sementara  pokok  perkara  tidak  perlu  lagi

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pernyataan  Penggugat  tersebut,

Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan pencabutan  yang  diajukan  oleh

Penggugat  dan perkara ini  harus dinyatakan selesai  karena dicabut  dengan
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perintah  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka

segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  harus  dibebankan  kepada

Penggugat  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan  perkara  nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal  19

Februari 2020 selesai karena dicabut;

3. Membebankan  kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. M. Syukri,  S.H.,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H.

Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,  dan didampingi  oleh Nuraeni,

S.Ag  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat  dan

Tergugat.

Hakim Anggota 

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp       30.000,00

-  ATK Perkara : Rp       75.000,00

-  Panggilan : Rp      300.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp        20.000,00

-  Redaksi : Rp        10.000,00

-  Meterai                           : Rp              6.000,00

J u m l a h            : Rp      441.000,00 

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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